SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/55/Kept./403.013/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/9/Kept./403.013/2017 TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

BENDAHARA DAN BENDAHARA PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas beberapa staf
yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dan
Bendaharan Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan
Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2017, dan
pengisian personil di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka guna
kelancaran tugas pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan
Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/9/Kept./403.013/2017 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan
Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang



Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2016 Nomor 86).

Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/
2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara dan Bendahara Pembantu
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/9/Kept./403.013/2017 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Dan
Bendahara Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Nomor urut 5 kolom 7 baris kedua diubah dan harus

dibaca: "GUNAWAN WIJAYA SUWARNO”



2. Nomor urut 5 kolom 7 baris ketiga diubah dan harus
dibaca: “SUYANT O%

3. Nomor urut 16 kolom 5 diubah dan harus dibaca
"MOEDJIWATININGSIH”;

4. Nomor urut 16 kolom 6 diubah dan harus dibaca:
“‘SONIRAH

5. Nomor urut 24 huruf j kolom 7 diubah dan harus dibaca
"TUTIK MARIANA”.

sehingga secara keseluruhan harus dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002




